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ABSTRAK 

 

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan 

Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid – 19 

 

Oleh : Nadia Junita 

 

 Penelitian ini di lakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 24 

Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 di Instansi Pemerintah yakni 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam 

meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru di masa Pandemi 

Covid–19 dan untuk mengetahui kendala apa saja yang di alami Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel 

Di Kota Pekanbaru di masa Pandemi Covid – 19. Hasil penelitian ini berdasarkan 

wawancara dengan Narasumber . Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

informasi bagi masyarakat dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta 

sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Untuk mengetahui strategi atau 

upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel di kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru dan upaya tersebut adalah walikota pekanbaru mengeluarkan 

peraturan tentang pembebasan dan penghapusan sanksi administrasi, melakukan 

pemantauan dengan turun kelapangan, melakukan pemeriksaan kepada wajib 

pajak hotel, Menyampaikan kepada Lembaga Persatuan Pengusaha Hotel yang 

berada di Kota Pekanbaru terhadap peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah 

tehadap pajak hotel, dan melakukan peningkatan objek wisata susai protokol 

kesehatan yang berlaku di masa pandemi covid-19.  

 

Kata Kunci : Pajak Hotel, Upaya Peningkatan Pajak Hotel.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Negara indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai tanggung 

jawab untuk membangun masyarakat adil dan makmur sesuai Undang-Undang 

Dasar 1945. Untuk menjawab masyarakat suatu masyarakat yang adil dan 

makmur di perlukan adanya pembangunan daerah secara merata dan dilakukan 

melalui proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus. Pembangunan 

daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional meningkatkan taraf 

hidup masyarakat yang moril maupun materil. Untuk melakukan pembangunan di 

butuhkan biaya yang sangat besar,  

Oleh karena itu pemerintah pusat membuat kebijakan dimana 

pemerintahan daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya 

masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini di 

lakukan dengan harapan  daerah harus bekerja keras memanfaatkan sumber daya 

yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri.  

Semejak adanya otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 yang sekarang di ganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 

2004, pemerintah daerah di tantang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah 

tangga sendiri dan diberikan wewenang untuk menggali sumber daya keuangan 

sendiri. Dengan adanya otonomi daerah juga memberikan angin segar kepada 
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daerah untuk mengatur dan mengelola kebutuhan daerah sendiri karena yang 

mengerti dengan keadaan daerah adalah daerah itu sendiri.  

Dalam mengemban tugas, pemerintah daerah senantiasa membutuhkan 

sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin di 

rasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. 

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah diharapkan untuk dapat memacu 

pencarian sumber  penerimaan  daerah  yang  dapat  mendukung  pembiayaan  

pengeluaran daerah dari berbagai alternatif. Undang-undang pemerintahan daerah 

menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan 

yang berasal dari daerah serta dapat dikembangkan sesuai daerah masing-masing. 

Pajak daerah adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masyarakat.  

Karena salah satu sumber dana daerah adalah pajak. Menurut Rochmat 

Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017 : 1).  

Pajak daerah adalah pungutan dari masyatakat oleh Negara berdasarkan 

undang – undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayar 

dengan tidak dapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan 
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untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan (Siahaan, 2016 : 10). 

Dari sekian banyaknya pajak daerah, salah satu pajak yang sumber 

pendapatannya cukup besar adalah Pajak Hotel . Seperti yang telah di atur dalan 

Udang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 tentang pajak 

Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Hotel adalah 

fasilitas penyediaan jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan di pungut bayaran (Siahaan, 2016:299). 

 Penerimaan pajak hotel setiap tahun selalu meningkat namun semenjak 

masuknya Covid-19 ke indonesia penerimaan pajak hotel di kota pekanbaru 

menurun. Covid-19 bukan hanya berdampak bagi pajak hotel saja namun seluruh 

perekonomian di indonesia dan salah satunya adalah pajak hotel. Penurunan ini 

terjadi karena adanya kebijakan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 

seperti Pembatasan Sosial Berskala Menengah (PSBM), Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB), dan sebagainya. 

 Dari laporan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyebut banyak 

hotel dan usaha restoran yang tutup karena wabah covid-19 dan bahkan juga 

banyak masalah PHK. Pajak hotel yang awalnya di bulan Februari dan Maret rata-

rata mendapat sekitar Rp 4 (empat) miliar, namun di bulan April turun dan hanya 

mendapat Rp 1 (satu) miliar.  

 Oleh karena itu Walikota Pekanbaru memberi kebijakan dalam 

meningkatkan pajak daerah dan meringankan pajak bagi wajib pajak yang terkena 

dampak dari Covid-19 yaitu dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 
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Tahun 2020 tentang “Pembebasan Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) di Kota Pekanbaru”. Maksud peraturan Walikota ini adalah sebagai 

pedoman pembebasan Pajak Daerah, Pengangsuran, Penundaan dan Penghapusan 

Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid -19) Di Kota Pekanbaru. Tujuan Walikota ini adalah 

memberi stimulus bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

daerah.  

 Objek pajak yang di berikan stimulus berupa Pembebasan Pajak Daerah di 

berikan terhadap Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan 

pengangsuran, Penundaan, dan Penghapusan Sanksi di berikan kepada Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan 

Non PLN, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bngunan Pedesaan dan 

Perkotaan, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Berikut tabel mengenai 

target dan realisasi pajak hotel di kota Pekanbaru dari tahun 2018- 2020: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Terhadap Pajak Hotel 

Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020 

Tahun Target Realisasi % 

2018 Rp 33.263.811.295 Rp 34.984.848.534 105.17  

2019 Rp 40.000.000.000 Rp 40.037.934.104 100.09 

2020 Rp 22.535.510.521 Rp 25.825.342.946 114.60 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021. 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa target dan realisasi pajak 

hotel pada tahun 2018 – 2020 masih mengalami kenaikan namun ketika di akhir 

tahun 2020 target dan realisasi pajak hotel menurun drastis ungkap Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru walau target dan realisasi tahun 2020 tetap 

mengalami kenaikan. Ini di sebabkan masuknya covid-19 pada 2 Maret tahun 

2020 . masuknya covid-19 ini di indonesia sangat melemahkan sektor 

perekonomian di indonesia termasuk penerimaan pajak hotel di kota pekanbaru. 

Oleh karena itu untuk mengatasi penurunan ini pemerintahan melakukan banyak 

upaya atau kebijakan untuk meningkatkan kembali perekonomian di indonesia 

termasuk penerimaan pajak hotel di kota pekanbaru . 

Berdasarkan pembahasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA 

PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK 

HOTEL DI KOTA PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID-19”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis akan memberikan pembatasan perumusan yang bertujuan untuk 

menhindari pembahasan yang menyimpang dalam penulisan ini: 

1. Apa saja upaya yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Derah Kota 

Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di masa pandemi 

Covid-19? 
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2. Apa Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di masa pandemi Covid-19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai tujuan dan manfaat, 

adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Derah 

Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel yang 

mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di masa pandemi 

Covid-19. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan berfungsi sebagai pemecah masalah 

yang diteliti maka dari itu, suatu penelitian seharusnya mampu memberikan 

manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini berguna 

untuk: 

1. Bagi instisusi pendidikan untuk menambah wawasan dan informasi 

tentang perpajakan khususnya bagaimana upaya yang di lakukan oleh 

Badan Pendapatan Derah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan di masa pandemi 

Covid-19. 
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2. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan upaya yang di 

lakukan oleh Badan Pendapatan Derah Kota Pekanbaru dalam 

meningkatkan penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan di masa 

pandemi Covid-19 dimasa yg akan datang. 

3. Bagi Penulis, sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan studi DIII 

Administrasi Perpajakan dalam memahami tentang apa saja pengaruh 

Covid-19 sehingga terjadinya penurunan pajak Hotel di Badan Pendapatan 

Derah Kota Pekanbaru. 

 

1.5 Metode Penelitian  

 Suatu penelitian pada dasarnya adalah mencari, mendapatkan data yang 

selanjutnya di lakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Metode 

penelitian adalah tata cara yang di miliki dan di lakukan oleh penelitian dalam 

rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi 

terhadap data yang telah di dapat tersebut.  

1.5.1 Lokasi penelitian  

 Adapun Lokasi Penelitian ini dilakukan di Istansi Pemerintah yakni Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Teratai No.8, Pulau 

Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156 . 

1.5.2 Waktu Penelitian  

 Waktu penelitian di mulai pada bulan Maret 2021 s/d April 2021 
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1.5.3 Jenis Data 

a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber 

informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 

secara langsung kepada Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru . 

b. Data skunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dari media 

perantara dalam bentuk laporan secara tidak langsung dari media perantara 

dalam bentuk laporan , catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau 

lokasi atau yaitu Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik yang di gunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu : 

a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai 

narasumber yang berhubungan dengan permasalahn yang ingin diteliti. 

Penulis mewawancarai kepala bidang atau pihak-pihak yang bisa 

dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang di 

butuhkan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.  

b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 

objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis 

malakukan observasi terhadap pajak hotel di kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru.  

c. Dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengambilan data yang di peroleh 

dari dokumen atau catatan-catatan buku, jurnal, dan lain sebagainya. 
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Penuis mempelajari dokumen dan catatan yang terkait dengan pajak 

hotel yang di peroleh dari kantor Badana Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru.  

1.5.5 Analisi Data 

 Data-data yang di dapat di kumpulkan secara sistematis, lalu penulis 

melakukan analisis terhadap masalah yang terkait dalam melakukan analisis data 

penullis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif merupakan suatu cara 

menyusun data yang sudah ada kemudian di analisis dan di hubungkan dengan 

teori yang sudah di dapat kemudian di ambil satu kesimpulan dan saran yang di 

anggap perlu.    

 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Sistematika Penulisan merupakan uraian secara garis besar apa yang menjadi 

dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan yang akan 

dijabarkan pada Bab-bab berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulandata dan Metode Penelitian, Analisis data dan Sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini di uraika tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru, Susunan Organnisasi , Uraian Tugas (Job 
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description), Visi dan Misi, Tujuan Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru . 

BAB III : TINJAUAN TEORI  DAN PRAKTIK  

Pada bab ini akan di uraikan tentang pengertian pajak, System pelaporan 

dan pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, 

pengertian pajak hotel. 

BAB IV : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpualn dan 

saran-saran yang di kemukakan atas dasar penelitian yang telah di 

lakukan. 

DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA 

PEKANBARU  

 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya di 

singkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan 

Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka pada 

tahun 1976 di bentuk Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan perda Nomor 5 Tahun 1979. Susunan organisasi pada saat itu 

adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan 

Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, di 

terbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru 

dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata 

Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, 

Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan. 
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Sehubung dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kota madya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan di terbitkannya 

Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 

tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan susanan 

Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi 

Pendaftaran dan Pandataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan pelaporan, 

Seksi Penagihan, Unit Penyuluhan. 

Sejalan dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 

Tahun 2000  tentang Susuna Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang 

selanjutnya di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 

2017 di ganti dengan nama Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya di sebut 

BAPENDA dengan Susuna Organisasi sebagai berukit: 

1. Kepala Dinas 

2. Wakil Kepala Dinas 

3. Bagian Tata Usaha 

4. Sub Dinas Program 
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5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

6. Sub Dinas penagihan 

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

9. Kelompok Fungsional 

 

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. Visi Instansi  

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu: 

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi 

dan pelayanan yang lebih baik serta di dukung oleh peran serta masyarakat “ 

2. Misi Instansi 

1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/ bukan pajak yang 

di tetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab 

Badan Pendapatan Daerah maupun yang di laksanakan oleh 

Dinas/Instansi/Pengelola Penerimaan Lainnya. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

tersedia. 

3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha 

peningkatan pendapatan. 

4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan 

bidang pendapatan. 
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5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur pendapatan daerah 

. 

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. Kepala Badan  

 Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan pajak daerah 

dan tugas pembantuan lainnya. Kapala Badan Pendapatan Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di 

bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, 

c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan 

daerah.  

d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah 

terhadap perangkat daerah teknis. 

e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkup 

tugasnya. 

f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penata usahaan badan sesuai 

dengan kewenangannya. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Sekretariat 

 Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan 

berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja badan pendapatan daerah. 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, 

keuangan dan program. 

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

badan, upacara serta keprotokolan. 

e. Pengkoordinasiaan, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan. 

f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Umum 

 Sub bagian umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum 
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berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum 

dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud, menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Umum. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalah yang berhubungan 

dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemacah 

masalah. 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang di perlukan dalam penyusunan 

kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk 

teknis dan laporan di bidang tugasnya. 

e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan 

dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, 

pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian 

berkas pelayanan kepada bidang teknis. 

g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengaduan dan 

pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) 

h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 

sarana dan prasarana badan. 
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i. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

umum. 

j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi 

untuk keperluan turun ke lapangan. 

k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu 

pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan 

instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 

masyarakat. 

l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga 

badan. 

m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan, dan 

halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan. 

n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan 

kualitas pegawai. 

o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pengkat, 

kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi 

PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja 

PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah . 

p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, 

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 
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q. Pemeriksaan pekerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui 

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 

r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang di 

terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

4. Sub Baguan Keuangan 

 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sub 

bagian keuangan. 

c. Pelaksanaan invetarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecah masalah. 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang di perlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 
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e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkangkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM). 

f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan 

verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 

g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliput pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Pelaksanaan akuntansi badan. 

i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi 

penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan 

pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah. 

j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja 

dan capaian anggaran. 

k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan 

barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan. 

l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporang masyarakat 

terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya. 

m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar dapat di 

selesaikan sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan. 

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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5. Sub Bagian Program 

 Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaaksanakan 

program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas 

sebagai di maksud, menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Program. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecah masalah. 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang di perlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 

e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi 

kinerja, Renstra, Renja, RKA, dan laporan realisasi fisik program 

pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kerja. 

f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. 

g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa. 
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h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pajak Daerah I 

 Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB, dan PPJ. 

Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I 

berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTP dan 

PPJ. 

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis 

pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat 

pemberitahuan pajak tehutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun 

serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian 

lokasi/lapangan. 

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek 

pajak PBB, BPHTB, dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta 
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menyimpan surat pajak PBB, BPHTB, dan PPJ yang terkait dengan 

pendaftara dan pendataan. 

e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ. 

f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2. 

g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. 

h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis 

penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB, dan PPJ. 

i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta 

menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB, dan PPJ yang berkaitan 

dengan penetapan. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang pajak Daerah I membawahi : 

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan PPJ. 

b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB, dan PPJ. 

c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, BPHTB, dan PPJ. 

7. Bidang Pajak Derah II 

 Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi: Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak 

Sarang Burung Walet, dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah II dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 
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a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Bantuan. 

c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang 

Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak 

Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data 

objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan. 

d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk 

wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan. 

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan 

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 
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f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah 

angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib 

pajak daerah. 

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas 

pembetulan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan 

pemberian informasi pajak daerah. 

i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan 

pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan penetapan pajak daerah . 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pajak Daerah II, membawahi: 

a. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan. 

b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung 

Walet. 

c. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. 

 Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing di 

pimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II. 
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8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

 Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak 

Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari 

pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan, dan 

Penguranga Pajak Daerah. 

c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai 

penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber 

dari keberatan dan pengurangan. 

e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, 

pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan 

dan keberatan berlaku tehadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak 

daerah untuk kelancaran penerimaan daerah. 

f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara 

berkala hasil pengendalian pajak daerah. 
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g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian 

pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengedalian Pajak Daerrah , membawahi: 

a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan 

c. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan 

 Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah. 

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

 Bidang Perencanaa dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu 

sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan 

Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisis Pajak Daerah, pembukuna 

PAD dan legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam 

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian program kerja bidang perencanaan dan 

pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas. 
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b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan 

penyetoran PAD serta legalisasi/ perforasi dan pembukuan surat-surat 

berharga. 

c. Penyususnan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan 

dalam peningkatan PAD. 

d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang di 

perlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan pelaporan dibidang 

tugasnya. 

e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan 

rekonsiliasi penerimaan keorganisasian perangkat daerah (OPD) 

pemungut PAD. 

f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) dan pendapatan lain-lain. 

g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi 

penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah. 

h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan 

penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga. 

i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pajak daerah. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi: 

a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama 

b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak 

c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi 

 Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

Kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD. 

10. Unit Pelaksanaan Teknis 

 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat di bentuk untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bedakan dalam 2(dua) 

klasifikasi, yakni: 

a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar. 

b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

 Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan dan telah 

di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wali 

pemerintahan pusat. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagaimana tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan 

perundang-undangan. 
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b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari 

sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbar Tahun 2021 
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Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru , 2021. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uarikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa: 

1) Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

penerimaan pajak hotel adalah peraturan yg di keluarkan oleh Walikota 

Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2020 untuk memotivasi wajib pajak hotel agar 

tetap mematuhi kewajiban perpajakaanya di  masa pandemi covid-19, serta 

pegawai badan pendapatan daerah kota pekanbaru turun kelapangan untuk 

melakukan pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak hotel dengan 

menggunakan alat maupub pegawai badan pendapatan daerah kota pekanbaru 

langsung ,melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel terhadap 

dokumen yang bersangkutan terhadap pajak hotel, meningkatkan objek wisata 

yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi covid-

19 dan sosialisasi secara langsung maupun dengan media sosial ataupun media 

cetak terhadap wajib pajak bahwa betapa pentingnya mematuhi kewajiban 

perpajakan untuk membantu membangun pembangunan daerah.  

2) Dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peningkatan 

penerimaan pajak hotel ini tidak terlepas dari kendala yang menghambat 

kelancaran dalam penerimaan pajak hotel. Berdasakan pengamatan yang di 

lakukan penyusun, Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan adalaha adanya 

penolakan wajib pajak terhadap pematauan yang dilakukan secara langsung 
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oleh pegawai badan pendapatan daerah kota pekanbaru, kurangnya kesadaran 

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dan kurangnya kejujuran 

wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang seharusnya wajib pajak bayar.  
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan sebelumnya maka penyusun 

memiliki beberapa saran yang bisa di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel , diantaranya 

adalah : 

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Peakanbaru harus lebih gencar dalam 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya memenuhi dan 

mematuhi kewajiban perpajakan baik secara langsung maupun melalui media 

sosial dan media cetak. Serta, menindak tegas wajib pajak yang masih 

Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap menjalankan kewajiban 

perpajakan. 

2. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya mulai menyadari dan 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga dengan demikian informasi 

tentang pajak yang di dapatkan bisa memberi pemahaman yang baik agar 

masyarakat taat mebayar pajak dan memberi pengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak daerah. Hendaknya dilakukan evalulasi kinerja guna 

mengetahui pegawai yang lebih ulet dan kompeten dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan, serta harus ada keterbukaan antara karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan guna meningkatkan kinerja antara satu dengan yang 

lain. 
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